MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 2279/DJU/TIN.1.1/1X/2026 Jakarta, 7 September 2026
Lampiran : -
Hal :  Pemantauan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat

Pertama Versi 7.0.1

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI
Nomor 251/BUA/T11.1.1/1X/2026 tanggal 2 September 2026 hal Pemberitahuan Pembaruan
Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 7.0.1, dengan perbaikan, penambahan, dan optimalisasi
fitur sebagai berikut :

1. Register Sengketa Likuidasi Bank (Biasa/Cepat/Bantahan).
Jurnal Sengketa Likuidasi Bank (Biasa/Cepat1Bantahan).
Pendaftaran online sengketa likuidasi bank.
Pendaftaran online keberatan sengketa likuidasi bank.
Pendaftaran online Verzet sengketa likuidasi bank.

Fitur baru pendaftaran online sengketa likuidasi bank.
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Akun Panmud Tipikor tidak muncul Tombol Minutasi pada Perkara Keberatan

Pihak Ketiga Terhadap Putusan Perampasan Barang.

8. Pemberitahuan Putusan pada Tab Verzet Perkara Gugatan.

9. Aktivasi fitur Verzet/Perlawanan dan Keberatan untuk alur perkara LPS pada
halaman detail perkara.

10.Penambahan pendaftaran Keberatan secara online melalui e-Court.

11.Penambahan kuasa hukum aktif ke data perkara ketika Perlawanan didaftarkan
melalui kuasa, serta konsistensi nama kuasa dan pihak yang diwakili pada tab
Verzet.

12.Perbaikan Penetapan/Penunjukan Kembali Majelis Hakim, Panitera Pengganti,
dan Jurusita pada tab Verzet dan Keberatan.

13.Penambahan hak akses Kepaniteraan Perdata Khusus Niaga untuk fitur proses

Verzet/Keberatan.

14.Penambahan pendaftaran Keberatan secara online melalui e-Court.
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15.Penambahan kuasa hukum aktif ke data perkara ketika Perlawanan didaftarkan
melalui kuasa, serta konsistensi nama kuasa dan pihak yang diwakili pada tab
Verzet.

16.Perbaikan Penetapan/Penunjukan Kembali Majelis Hakim, Panitera Pengganti,
dan Jurusita pada tab Verzet dan Keberatan.

17.Penambahan Fitur/Menu Register Autentikasi (LPS) pada Menu e-Court.
Penetapan Hakim Autentikasi untuk Sengketa LPS oleh Ketua Pengadilan.

18.Penambahan Fitur/Menu Register Hakim Autentikasi pada Menu Perdata
Umum untuk Penetapan Hakim Autentikasi oleh Ketua/Wakil, Penunjukan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh Panitera.

19. Aktivasi fitur Verzet/Perlawanan dan Keberatan untuk alur perkara LPS pada
halaman detail perkara.

20.Penambahan hak akses Kepaniteraan Perdata Khusus Niaga untuk fitur proses
Verzet/Keberatan.

21.Perbaikan menu ecourt/upaya hukum banding muncul pendaftaran e-
BERPADU Upaya Hukum Kasasi.

22.Perbaikan unggah dokumen penahanan.

23.Perbaikan fitur search detil terkait status putusan perkara pidana pada halaman
Register Perkara.

24 .Penambahan Upload Dokumen Pemberitahuan Tangga) Sidang Pembacaan
Putusan Banding.

25.Pemberitahuan Perubahan Tanggal Sidang Pembacaan Putusan Banding.

26.Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Tingkat Banding.

27.Salinan putusan tingkat banding (PDF).

28.Salinan putusan tingkat banding (RTF) Pada Bundel B Halaman Detil Kasasi
untuk Perkara Pidana.

29.Perbaikan Status Pemohon Verzet (Pelawan / Terlawan) pada fitur Data

Permohonan Verzet untuk Perkara Gugatan Sederhana.

Mempertimbangkan hal tersebut diatas diinstruksikan:

1.
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Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama wajib melakukan Proses Pembaruan Aplikasi
SIPP menjadi versi 7.0.1;

Melakukan pencadangan (backup) aplikasi dan basis data Aplikasi SIPP sebelum
menjalankan proses pembaruan Aplikasi SIPP menjadi versi 7.0.1;

Seluruh Pengadilan Tingkat Pertama wajib melakukan sinkronisasi data SIPP
setiap hari;

Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat memastikan pembaruan SIPP di Pengadilan
Negeri masing-masing;

Ketua Pengadilan Tinggi agar memantau seluruh proses pembaruan SIPP
Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya.dan melaporkan Pengadilan Negeri yang




sudah dan vyang belum melakukan pembaruan melalui email
satgasbadilum@gmail.com paling lambat hari Rabu, 9 September 2026;

6. Apabila Pengadilan Tingkat Pertama mengalami kendala dalam proses
pembaruan Aplikasi SIPP dari versi 7.0.1 dapat menghubungi Satuan Tugas SIPP
Tingkat Banding masing-masing dan akan dikoordinasikan dengan Satuan Tugas
SIPP Pusat.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan

terimakasih.
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BAMBANG MYANTO
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